ABSTRAK

Masri Olii. Prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemaslahatan Hukum dalam Putusan
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pada Wilayah PTA Jawa Barat

Peradilan Agama, dalam kurun waktu satu dekade terakhir (sejak tahun 2005)
atau sejak diterapkannya sistem peradilan satu atap (one roof system of judiciary),
telah melakukan berbagai pembenahan dalam administrasi peradilan untuk
mendukung upaya pembaruan peradilan yang berlandaskan pada asas transparansi dan
aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan (the justice seeker).
Peradilan Agama berupaya mereformasi beberapa sub-sistem dalam sistem peradilan
yang selama ini dianggap belum mencerminkan pemerataan akses bagi pencari
keadilan serta perlindungan atau keberpihakan terhadap hak-hak serta akses hukum
kaum perempuan, anak, dan kaum lemah ekonomi (the poor).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan
hakim dalam putusan perkara perceraian, akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam
putusan perkara perceraian, konsep keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam
putusan perkara perceraian, implementasi keadilan, kepastian dan kemaslahatan
hukum dalam putusan perkara perceraian di pengadilan agama pada PTA Jawa Barat.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian diatas, maka penulis menggunakan
beberapa teori yaitu : Grand Theory (Teori Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan
Hukum), Middle Teori (Teori Maslahah al-Mursalah), Aplicative Theory (Teori
Pertimbangan putusan Hakim).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini lebih
difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis prinsip kemaslahatan dan keadilan
hakim Peradilan Agama dan peranannya dalam melindungi hak-hak perempuan dan
anak melalui putusan yang lebih memberikan kepedulian terhadap mereka, serta
sejauh mana putusan-putusan tersebut dapat direalisasikan sehingga benar-benar dapat
memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari akibat perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Diantara dasar dan
pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah
PTA Jawa Barat, antara lain : 1) Asas Personalitas Keislaman, 2) Asas Islah (Upaya
Perdamaian), 3) Asas Terbuka untuk Umum, 3) Asas Equaliti, 4)Asas Aktif
Memberikan Bantuan, 5) Asas Hukum Banding, 6) Asas Upaya Hukum Kasasi, 7)
Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali, 8) Asas Pertimbangan Hukum, 9)Asas
Memberi Bantuan Antar Pengadilan. Kedua, Akibat hukum yang dilakukan hakim
pada putusan perceraian di pengadilan agama Jawa Barat, lebih cenderung pada
pelaksanaan Hukum Acara Perdata dalam proses Pemeriksaan dan Pembuktian guna
untuk mendapatkan kebenaran materiil, untuk membentuk argumentasi hakim dalam
pertimbanganya yang mendasar dan mengolaborasikan fakta hukum dengan aturan
hukum yang berkaitan Ketiga, Konsep keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum
dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Jawa Barat
mengarah kepada penafsiran hukum yang dilakukan hakim untuk  mengisi
kekosongan hukum dan mendapatkan penyelesaian masalah-masalah hukum (legal
problems solving) yang selalu ada dalam masyarakat, yang tidak semuanya ada dan
tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Keempat, Implementasi
keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukum
(legal reasoning) putusan di pengadilan agama Jawa Barat ada yang di kuatkan dan
ada pula yang dibatalkan oleh tingkat banding pada PTA Jawa Barat.



ABSTRACT

Masri Olii. Principles of Justice, Certainty and Legal Benefits in Decisions in
Divorce Cases in Religious Courts in the PTA Area of West Java

The Religious Courts, in the last decade (since 2005) or since the
implementation of the one roof system of judiciary, have made various improvements
in the administration of justice to support efforts to reform the judiciary based on the
principles of transparency and accessibility for all. the justice seeker. The Religious
Courts are trying to reform several sub-systems in the judicial system that have so far
not reflected equal access for justice seekers as well as protection or partiality for the
rights and legal access of women, children, and the poor.

The purpose of this study is to find out and analyze judges' considerations in
divorce case decisions, the legal consequences of judges' considerations in divorce
decisions, the concept of justice, legal certainty and benefit in divorce case decisions,
implementation of justice, legal certainty and benefit in divorce case decisions in
court. religion at PTA West Java.

In answering the research questions above, the authors use several theories,
namely: Grand Theory (Theory of Justice and Legal Benefits), Midle Theory
(Maslahah al-Mursalah Theory), Application Theory (Judge's Theory of Judgments).

The method used in this research is to use descriptive analytical method with
a normative juridical approach. This research is more focused on knowing and
analyzing the principles of benefit and justice for judges of the Religious Courts and
their role in protecting the rights of women and children through decisions that give
more attention to them, and the extent to which these decisions can be realized so that
they can actually provide protection. to women and children from the consequences of
divorce.

The results of this study indicate that: First, Among the grounds and
considerations of judges in the decision of divorce cases at the Religious Courts of the
PTA West Java, among others: 1) the principle of Islamic personality, 2) the principle
of Islah (Efforts for Peace), 3) the principle of being open to the public, 3) Equality
Principle, 4) Active Assistance Principle, 5) Appeal Law Principle, 6) Cassation Legal
Remedies Principle, 7) Judicial Review Principle, 8) Legal Consideration Principle, 9)
Inter-court Assistance Principle. Second, the legal consequences carried out by judges
on divorce decisions in West Java religious courts, are more likely to implement the
Civil Procedure Code in the Examination and Evidence process in order to obtain
material truth, to form judges' arguments in their basic considerations and collaborate
legal facts with legal rules that Third, the concept of justice, certainty and legal
benefit in the decision of divorce cases at the Religious Courts in the West Java
Religious High Court area leads to legal interpretation by judges to fill legal voids and
get legal problems solving that always exists. in society, not all of which exist and are
listed in written legislation. Fourth, the implementation of justice, legal certainty and
benefit by judges in legal considerations (legal reasoning) decisions in the West Java
religious courts are strengthened and some are canceled by the appeal level at the
West Java Religious High Court.
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